|| SALINAN|

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 20/HK-01-Kpt/5312/KPU-Kab/VIII/2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN,
PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI DALAM RANGKA
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

Menimbang : a. bahwa kartu kendali merupakan media
pertanggungjawaban kegiatan dari Sekretariat kepada
Komisioner dan media monitoring pengawasan dan
pembinaan dari Komisioner ke jajaran Sekretariat;

b. bahwa perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang
jelas, efektif, efisien dan terukur dalam penyusunan,
pelaporan dan evaluasi kartu kendali di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan = sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba
Barat tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur
Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali
Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumba Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara...



Memperhatikan

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terjtang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Intern Pengendalian Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pémilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1153);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
443 /KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kalj,upaten Sumba
Barat Nomor 39.a/HM.01-BA/5312 /KPIj—Kab/VII/QOQ 1
tentang Penetapan  Standar Operasional Prosedur

Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali dalam

rangka...



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba

Barat;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN, PELAPORAN
DAN EVALUASI KARTU KENDALI DALAM RANGKA
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT.
Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan,
Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali dalam rangka
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba
Barat sebagaimana  tercantum pada Lampiran  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan,
pelaporan dan evaluasi kartu kendali di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 02 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN ttd
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN




LAMFIRAN

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM EABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 20/ HE-01- Kpt/ 5312/ KPU-Kab/ VIIlf 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN, FELAPORAN
DAN EVALUAS] KARTU KENDALI DALAM RANGEA PELAKSANAAN SISTEM
FPENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT
Pelaksana —___ Niutn Bakn
Sekretaris
o Kegiatan Penanggung
Satgas SPIP iﬁr&w&a. ?EEE_. i EE m.s!.ws._h_mc 1KPU/ | Kelengh Waktu Output s
Sub Bagian v ¥
1 | Membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan, pelaporan ATK 1 Hari Dok kerja | Dol kerja .ﬂi. i dan kartu kendali
dan evaluasi kartu kendali SFIP. . serta yang
e 1 —— - -
2| m enanggung jawab TK, Hari ~Nota Dinas | M ang dibutuhkan dalun ranghs penwsian
Bagian dalam rangka pengisian kartu kendali dan penyiapan Agenda, Printer kartu kendali.
dokumen pendukung.
kelangka diperlukan dalam ATK, Komputer,| 3 Hari | Formulir kartu kendali yang | Jenis formulir kartu kendali sesuai format terl i n.-u.....
g!wiggm&ag!‘%gg Scanner, sudah terisi dan dokumen serta keleng) dok yang
sesuai dokumen yang ada. Printer, pendukung dalam bentuk
Formulir Kartu hard copy dan soft copy
Kendali
4 Menyerahkan kartu kendali dan dokumen /bukti pendukung - 1 Hari | Formulir kartu kendali yang gégssgiigggzgggglw
kepada Satgas SPIP untuk dilakukan penelitinn terhadap e sudah terisi dan dokumen | hard dan soft copy diserahkan kepada Satgas SPIP paling lambat tanggal 5 setiap
ke jan dan kelengk: pendukung dalam bentuk ‘bulan berikutnya.
hard copy dan saft copy
Jenghs - 1 Hari Mota Dinas M kan jadwal pembah analisis terk EEEE
gsgénsggég_i i ikan serta ian b ghap k P k yang ada.
Ketua/ untuk dilakul .
ggg jawab di setiap Sub Bagian. _
Ml dengan Penanggungiawab di ari Berita Acara dan risalah (1). | Rapat pembah, dilaksanak B P 1 (satu) kali, paling
.!hu Egisgggg f rapat! Jensi _ lambattangealGbulanberikutuve. |
/ bukti penduk TIDAK 2). Haasil pembahasan dituangkan E.EFEE?E_‘
LENGEAP (3). | Bila isi kartu kendali tidak sesuai dan pend belum lengla;
maka dikembalikan kepada F ggung jawab di setiap Sub Bagian untuk
diperbailki;
juti dengan melengkapi kelengh dok dan - 1 Hari | Kartu kendali dan dokumen |Kartu kendali yang telah di kan sesuai dan dok / bukti pendukung telah
kartu kendali, pendukung perbaika lengkap, maka diajukan kepada Sekretaris KPU Kab untuk di
8 | Menandatangani formulir kartu kendali yang telah dinyatakan L - 1 Hari |Surat Ketua/ Sekretaris KPU/| Surat/Nota Dinas dilampirkan dengan kartu kendali dan dokumen pendukung
sesuai, untuk selanjutnya diserahkan kepada kepada Satgas Nota Dinas
SPIP Kabupaten disertai dengan dokumen pendukung. -
9 | Penyampaian kartu kendali ke KPU RI Cq. Sek - - 1 Hari Surat Pengantar gginbs duk di ikan paling lambat
KPU PRovinsi .rl . tanggal 10 bulan berik rnuk_h. pek naﬁau..[_meglﬁé
s _ gigulua.as ikirimkan ke email timbu ko
Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 02 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
HABUPATEN SUMBA BARAT,

thd

SFI DEMU ALEMINA BR. BANGUN






